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ABSTRAK   - Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi 

DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penggunaan 
Angkutan Umum Massal bagi Pegawai di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap hari Rabu, diperlukan 
kebijakan turunan di tingkat kota untuk memastikan 
pelaksanaannya secara efektif di wilayah Kota Administrasi 
Jakarta Timur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Walikota 
Kota Administrasi Jakarta Timur menetapkan Instruksi 
Walikota Nomor e-0011 Tahun 2025 tentang Penggunaan 
Angkutan Umum Massal bagi Pegawai di Lingkungan 
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur setiap hari 
Rabu. 

  
  - Dasar hukum Instruksi Walikota ini antara lain: UU No. 29 

Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; Pergub No. 57 Tahun 
2022; dan Ingub No. 6 Tahun 2025. 



  
  - Instruksi Walikota ini mengatur bahwa seluruh pegawai di 

lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur wajib 
menggunakan angkutan umum massal setiap hari Rabu 
untuk berangkat kerja, pelaksanaan tugas, dan pulang kerja. 
Jenis angkutan umum massal meliputi Transjakarta, MRT, 
LRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Commuterline, Railink, 
bus/angkot reguler, serta kapal dan angkutan antar-jemput 
pegawai.Pengecualian diberikan kepada pegawai yang sakit, 
hamil, atau disabilitas.Para Kepala Bagian, Camat, dan 
Lurah wajib melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap 
pelaksanaan instruksi ini serta mengunggah dokumentasi ke 
media sosial untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam 
penggunaan transportasi publik.Laporan pelaksanaan 
disampaikan setiap hari Kamis pukul 12.00 WIB melalui 
tautan resmi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. 

 
 CATATAN 

: 
-​ Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan, 29 April 2025. 
  

  -​ Lampiran: 2 hlm. 
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